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ABSTRAK 

Skripsi ini di tulis dengan judul Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi 

Di Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas  Pertanggungjawaban Pidana (Studi 

Putusan). Korupsi terkatagori kejahatan Exta Ordinary Crime dan pandemi 

menjadi celah untuk oknum tertentu melakukan korupsi, adapun yang 

melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah dikorelasikan dengan fakta bahwa 

perbuatan korupsi tidak pernah surut ditengah pandemi bahkan korupsi akan selalu 

ada dan bertentangan dengan Undang-Undang. Temuan penulis bahwa korupsi 

kerap dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam penulisan skripsi ini tindak 

pidana korupsi dilakukan oleh Kepala Desa dan penyedia paket bantuan sosial 

pandemi Covid.  Permasalahan yang penulis gunakan untuk skripsi ini yaitu 

menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku 

korupsi saat pandemi Covid serta untuk melihat pertanggungjawaban pidana pada 

pelaku korupsi dimasa pandemi, dengan menggunakan dua putusan yaitu (Putusan 

No.06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No.08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt 

Pst).  Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, hakim untuk 

menjatuhkan putusan harus melihat pada aspek yuridis maupun non yuridis. Pada 

putusan di atas terdakwa telah terbukti melanggar Undang-Undang Tipikor Nomor 

31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Penulis menarik kesimpulan yaitu sebelum memberikan nestapa terhadap 

terdakwa, hakim telah memperhatikan semua aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara, akan tetapi vonis yang dijatuhkan hakim jauh dari hukuman maksimal. 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi saat pandemi, dari segi 

pemidanaan menggunkaan teori gabungan yang tidak hanya melihat pada segi 

pembalasan namun juga berdasar pada norma tata tertib masyarakat. 

Kata Kunci: Korupsi, Covid-19, Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Terhitung pada tanggal 19 agustus 2021 sebanyak 3.930.300 pasien yang 

positif Covid di Indonesia.1 Dengan banyaknya jumlah kasus tersebut pemerintah 

tentu mengambil tindakan tegas guna untuk kebaikan bersama, didukung  dengan 

terbitnya KEPMEN No.54/huk/2020 Tentang BSS dan BSL, dan surat edaran 

bersama No.8/pk/2021 dan No.2/Pdp/2021 Tentang Optimalisasi dan Percepatan 

Pelaksanaan Bantuan Tunai Desa Tahun Anggaran 2021. Dengan adanya surat 

keputusan tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat 

yang terdampak pandemi Covid. Adapun hal baik tersebut tidak selalu berjalan 

lurus, dalam amanat konstitusi telah di sebutkan bahwa negera wajib menjamin 

kesejahteraan rakyatnya, terdapat dalam Pasal 34 Ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang 

menyatakan sebagai berikut:2  

Ayat 2 Menyatakan bahwa “Negara membuat suatu sistim jaminan sosial 

untuk rakyat dan membantu masyarakat yang tidak mampu (Miskin) untuk 

diperlakukan dengan kemanusiaan.” Sedangkan pada Ayat 3 Menyatakan bahwa 

“Negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan yang baik dan layak untuk 

rakyat.”

                                                           
1 KEMENKES, “Situasi Terkini Perkembangan Corona Virus Desease (COVID-19) 20 

Agustus 2021” https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan 

coronavirus-disease-covid-19-20-agustus-2021, di akses 28 Agustus 2021. 
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 34. 

 

https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan%20coronavirus-disease-covid-19-20-agustus-2021
https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-perkembangan%20coronavirus-disease-covid-19-20-agustus-2021
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Selaras dengan adanya regulasi tersebut pemerintah selaku pembuat 

kebijakan telah mengeluarkan bantuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, 

terkhusus di masa pandemi Covid. Dana perlindungan sosial Rp 153,86 Triliun 

dimaksimalkan menjadi Rp187,84 Triliun, adapun alokasi anggaran tersebut di 

berikan dalam bentuk bantuan kepada masyarakat.3 

Ada 10 bantuan dari pemerintah tertuju kepada masyarakat untuk 

menghadapi pandemi Covid, yakni: Program Kartu Sembako; Program Keluarga 

Harapan; Beras Bulog; Bantuan Sosial Tunai (BST); Bantuan Usulan Tunai 

Pemerintah Daerah; Diskon Listrik; Bantuan Rekening Tanpa Beban Biaya; 

Program Prakerja; Kuota Internet; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.4 Dengan 

banyakan bantuan tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatan tarif 

kesejahteraan rakyat, tetapi senyatanya banyak terjadi penyelewengan di 

masyarakat dengan adanya bantuan dana tersebut, mulai dari dana yang tidak 

tersalurkan dengan baik, ataupun adanya keluarga yang tidak menerima bantuan 

padahal sudah terdaftar sebagai penerima bantuan dana.  

 

 

                                                           
3 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Dukungan APBN Capai Rp 187,84 Triliun, 

Inilah Rincian Program Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat” https://setkab.go.id/dukungan-apbn-

capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/, di akses 7 

September 2021. 

 4 Iqbal Dwi Purnama, "10 Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Hadapi Pandemi Covid 

19"https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/10-bantuan-pemerintah-

untuk-masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19, di akses 11 Agustus 2021. 

https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/
https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perlindungan-sosial-bagi-masyarakat/
https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19
https://www.google.com/amp/s/www.idxchannel.com/amp/economics/10-bantuan-pemerintah-untuk-masyarakat-hadapi-pandemi-covid-19
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 Data keluhan masyarakat terkait dengan bantuan dana dari pemerintah di 

masa pandemi Covid. 

Gambar 1.1 

Data Keluhan Masyarakat Terkait Bantuan Dana Dari Pemerintah Pada 

Masa Pandemi Covid 

 

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2020 5 

        Gambar diatas memperlihatkan bahwa yang paling dominan adalah pada 

keluhan warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan padahal sudah 

terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah sebanyak 856 atau sekitar 

43,19%. Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Negara 

Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, yang menjadi Penyelenggara Negara Yakni: 6   

1. Pejabat negara yang berada di lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara;  

2. Menteri; 

4. Gubernur selaku pemimpin di Kab/Kota; 

                                                           
5Tim Penyusunan KPK, "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2020" Majalah 

Laporan Tahunan KPK (Desember 2020), hlm. 43.  
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. 75 Tahun 1999, TLN No. 3851, 

Ps. 2.  
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5. Penegak Hukum Seperti Hakim; 

6. Pejabat negara lainnya sebagaimana tertera dalam regulasi yang berlaku; 

7..Pejabat lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. 

Tindakan penyalagunaan dana bantuan untuk masyarakat Covid bisa di katakan 

menjadi peluang tersendiri bagi oknum tertentu, tak jarang pula ditemui bahwa 

pelaku korupsi banyak di lakukan oleh para Elite Politic. Korupsi politik kerap 

diperankan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, atau oleh orang lain yang 

memiliki hubungan dengan pemegang kekuasaan sehingga dapat melakukan 

tindakan tersebut. Maka perbuatan ini tergolong kejahatan yang dapat dilakukan 

secara sistematis dan menghasilkan suatu dampak yang masif.7  

Korupsi ialah tindakan untuk menggunakan uang yang bukan kepunyaannya 

untuk memuaskan diri sendiri, biasanya kerap dilakukan oleh pejabat publik, 

pegawai negeri, maupun penyelengara negara.8 Menurut Undang-Undang, korupsi 

bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu: Merugian Perekonomian Suatu Negara; 

Menyuap Pegawai Negeri; Penyalagunaan Kewenangan; Melakukan Pemaksaan 

Yang Berujung Pemerasan; Perbuatan Curang; Benturan Kepentingan Dalam 

Penggunaan Barang Maupun Jasa; Pemberian Dalam Arti Luas (Gratifikasi).   

 

 

                                                           
7 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Edisi Kedua), cet 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 

hlm. 3. 
8 KPK, Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi, Pemberantasan Korupsi (Jakarta: 

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 4. 
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Dalam konteks ilmu kejahatan, mengenal beberapa jenis korupsi yaitu:9 

1. Political bribery, ialah Korupsi kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang; 

2. Political kickbacks, ialah tindakan negosiasi dalam kontrak pekerjaan borongan 

yang bermuara pada keuntungan beberapa pihak; 

3. Election fraud, ialah tindakan curang yang menguntungkan beberapa pihak 

terkait dengan pemilihan umum; 

4. Corrupt campaign practice, ialah tindakan kampanye oleh salah satu paslon yang 

memegang kekuasan menggunakan fasilitas negara; 

5. Discretionary corruption, ialah tindakan korupsi berhubungan pada kebebasan 

kebijakan; 

6. Illegal corruption, ialah korupsi yang menyalahi interpretasi hukum; 

7. Ideological corruption, ialah gabungan discretionary corruption dan illegal 

corruption yang memiliki sasaran kelompok; 

8. Mercenary corruption, ialah tindakan menguntungan pribadi dengan 

menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya. 

 

 

                                                           
9 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Memahami dan Membasmi Korupsi 

(Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, 2006), hlm. 15-17.  
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Isu korupsi yang menjadi Trending Topic yaitu mengenai kasus korupsi oleh 

mantan Mensos RI, yang meraup keuntungan untuk memperkaya diri sendiri 

dari dana Bansos sebesar Rp 32,4 Miliar. Berikut data mengenai korupsi Bansos 

oleh mantan Menteri Sosial. 

Gambar 1.2 

Korupsi Bantuan Sosial Mantan Menteri Sosial RI 

 
Sumber: Merdeka.com10 

 

 

        Gambar di atas menunjukan korupsi Bansos yang dilakukan oleh Menteri 

Sosial RI, Pandemi Covid senyatanya tidak memudarkan celah untuk oknum 

tertentu melakukan praktik korupsi terlihat dengan fakta Mantan Menteri Sosial RI 

yang melakukan korupsi dana bantuan sosial dengan cara mengumpulkan fee tiap 

paket bantuan sebesar Rp 10.000, akibat perbuatannya maka pelaku di jatuhi 12 

                                                           
10 Merdeka.com, “Lahan Basah Korupsi Bansos Kemensos” 

https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html, di akses 8 

September 2021. 

https://www.merdeka.com/khas/lahan-basah-korupsi-bansos-kemensos-mildreport.html


7 
 

 
 

tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Kasus di atas menunjukan tidak 

menutup kemungkinan pejabat negara melakukan korupsi, Pasal 12 UU ASN 

menyatakan bahwa Mentri, Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah Pejabat 

Negara.11 

        Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 

1999, Tipikor adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan 

untuk membuat kaya diri sendiri maupun orang lain, dengan menyalahgunakan 

kewenangan dan kesempatan yang dimilikinya yang berujung pada perekonomian 

negara.12 Adapun Menurut UU No. 20 Tahun 2001, Tindakan Korupsi merupakan 

perbuatan yang membuat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan cara 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan yang berujung pada merugikan perekonomian negara.13  

Menurut Andi Hamzah, korupsi yaitu suatu penyimpangan moral.14 Tindak 

Pidana Korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. 

Sedangkan secara yuridis-formal definisi dari tindak pidana korupsi terletak pada 

Bab II Mengenai Tipikor, ketentuan dalam Pasal 2 sampai Pasal 20, Bab III 

Mengenai Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai 

dengan ketentuan Pasal 21 sampai Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

                                                           
11 Indonesia, Undang- Undang Aparatur Sipil Negara, UU No. 5 Tahun 2014, LN No. 6 

Tahun 2014, TLN No. 5494, Ps. 12. 
12 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 

1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Ps. 2.  
13 Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134 Tahun 2001, 

TLN No. 4150, Ps. 3. 
14 Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya, cet 3 (Jakarta: 

Gramedia, 1991), hlm. 9. 
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Pidana Korupsi (PTPK).15 Isu mengenai tindakan korupsi sudah menjadi hal lazim 

yang terdengar di masyarakat, namun sangat tidak terhormat apabila oknum tertentu 

melakukan korupsi di saat negara sedang mengalami krisis ekonomi karena 

pandemi Covid, dengan melakukan korupsi dimasa pandemi maka hal tersebut 

sangat melukai masyarakat, terutama jika dilakukan oleh para pejabat negara.  

Tindak Pidana Korupsi di negera Indonesia termasuk suatu hal fenomenal, 

dari data yang didapat bahwa kasus korupsi mengalami penurunan di tahun 2020 

jika dibandingkan dengan tahun 2019.16  Korupsi termasuk suatu permasalahan 

yang sulit dibasmi sehingga kejahatan ini tergolong serius, karena tindakan ini  

berakibat pada penurunan stabilitas dan keamanan masyarakat, menghancurkan 

nilai moralitas, dan menciptakan kemiskinan secara masif sehingga perlu mendapat 

perhatian dari segala elemen terutama pemerintah serta lembaga sosial. Maraknya 

kasus korupsi di masa pandemi berimbas pada kemiskinan dan berdampak domino 

pada beberapa sektor seperti pertanian atau pangan. 

 

 

 

 

                                                           
15 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, cet 1 

(Bandung: Alumni, 2008), hlm. 186. 
16 KPK, Laporan Tahunan KPK, hlm. 105.  
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Berikut penulis berikan data peningkatan kemiskinan di masa pandemi serta 

sektor dengan peningkatan kemiskinan tertinggi, yakni sebagi berikut:  

Gambar 1.3 

Skenario Peningkatan Kemiskinan Dan Sektor Dengan Peningkatan 

Kemiskinan Tertinggi Di Masa Pandemi 

 
Sumber: Katadata.co.id17 

Gambar diatas menunjukan bahwa sangat tidak relevan jika para koruptor 

masih melakukan praktik korupsi di saat banyaknya warga miskin yang berupaya 

bertahan hidup di masa pandemi Covid. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk 

menurunkan angka korupsi saat pandemi, dengan upaya pencegahan.18 Upaya 

pencegahan yang dilakukan harus di mulai sedini mungkin, dengan adanya 

kaloborasi antara pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya virus, senyatanya 

praktik korupsi juga tidak dapat dikendalikan. Ketua KPK menegaskan banyak 

sekali okmun yang melakukan tindakan korupsi, hal ini menandakan tidak adanya 

                                                           
17 Hanna Farah Vania, “Kemiskinan Meningkat Di Masa Pandemi”   https://kata 

data.co.id/dinihariyanti/infografik/5f6adc527a090/kemiskinan-meningkat-di-masa-pandemi, di 

akses 8 September 2021.  
18 Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, Modul Materi Tindak Pidana Korupsi 

(Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, 2019), hlm. 2. 
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rasa peduli terhadap NKRI. Hukuman melakukan korupsi pada saat bencana akan 

diancam dengan hukuman mati.19 Berikut data dari beberapa kasus korupsi pada 

masa pandemi, yakni sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Korupsi Pejabat Negara Di Masa Pandemi Covid. 

Nama Jabatan Kerugian Negara 

Juliari P Batubara Mantan Menteri Sosial  Rp 32,4 Miliar 

Edhy Prabowo Mantan Mentri Kelautan dan Perikanan Rp 9,8 Miliar 

Wenny Bukamo Mantan Bupati Banggai Laut Rp 2,2 Miliar 

Nurdin Abdullah Mantan Gubernur Sulawesi Selatan  Rp 3,5 Miliar 

Umbara Mantan Bupati Bandung Barat Rp 3,6 Miliar 

Anjay Priatna Mantan Walikota Cimahi Rp 3,2 Miliar 

Sumber: CNN Indonesia20 

Terlihat jelas bahwa pejabat publik memanfaatkan kondisi pada masa 

pandemi untuk melakukan praktik korupsi, korupsi saat pandemi tak hanya 

dilakukan oleh pejabat negara, namun juga di lakukan oleh perangkat desa. 

Beberapa putusan terkait korupsi di masa pandemi Covid, penulis rangkum dalam 

2 klasifikasi putusan, putusan-putusan ini berisikan aktor yang terlibat memegang 

posisi terjadinya korupsi yakni Profesional Hukum, dan Perangkat Desa.  

                                                           
19 Irfan Kamil, "Pandemi Pun Tak Hentikan Munculnya Kasus 

Korupsi."https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/14/19255121/p

andemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi, di akses 12 Agustus 2021. 
20 CNN, “Korupsi Tak Berhenti Dimasa 

Pandemi.”https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-

612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi/amp, di akses 27 Agustus 2021. 

https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun-tak-hentikan-munculnya-kasus-korupsi
https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi/amp
https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi/amp
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Adapun putusan yang melibatkan Professional Hukum dan Perangkat Desa 

yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1.2 

Putusan Hakim Yang Melibatkan Profesional Hukum, Dan Perangkat 

Desa Terkait Korupsi Di Masa Pandemi 

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 21 

Tabel di atas memperlihatkan bahwa aktor yang terlibat dalam skema 

korupsi sangat beragam. Putusan-putusan di atas juga menunjukan penjatuhan 

hukuman yang diberikan oleh hakim untuk para koruptor di masa pandemi Covid 

mulai dari kasus yang merugikan negara hingga angka triliunan yang di putus 

dengan 4 tahun penjara, sampai dengan penjatuhan putusan 8 tahun penjara pada 

perangkat desa yang melalukan korupsi dengan hal-hal yang memberatkan seperti 

dipergunakan uang korupsi untuk bermain judi, main perempuan, dan membayar 

                                                           
21 Direktori Putusan Mahkamah Agung 

No No. Putusan Identittas Terdakwa Kerugian 

Negara 

Putusan 

1 06/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Plg 

Nama : Askari 

Pekerjaan : Kepala 

Desa  

Rp.187.200.000 Penjara 8 tahun dan 

denda Rp 200 juta. 

2 08/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt 

Pst 

Nama : Harry Van 

siddabukke 

Pekerjaan : Konsultan 

Hukum 

Rp. 1,28 miliar Penjara 4 tahun dan 

denda Rp 100 juta 
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utang. Tindak pidana korupsi semakin marak terjadi, pandemi Covid tak 

menghalangi terjadinya korupsi. Berikut penulis sertakan beragam jabatan yang 

melakukan korupsi selama pandemi Covid. Adapun jabatan tersebut yakni: 

Tabel 1.3 

Tindak Pidana Korupsi Selama Pandemi Covid  

Berdasarkan Jabatan 

No Jabatan 2020 2019 

1 Anggota DPR dan DPRD 23 10 

2 Kepala Lembaga/ Kementerian 4 2 

3 Gubernur 0 1 

4 Wali kota/ Bupati dan wakil 10 18 

5 Eslon I / II / III 10 26 

6 Jaksa  0 3 

7 Pengacara 0 1 

8 Swasta 32 59 

9 Lainnya  31 33 

10 Korporasi 0 1 

Jumlah Keseluruhan 110 153 

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi 22 

Putusan-putusan di atas serta jabatan yang terlibat dalam skema korupsi 

selama pandemi Covid memperlihatkan kontribusi jabatan yang dapat melakukan 

korupsi, terlihat bahwa jabatan sangat mempengaruhi terjadinya praktik korupsi 

terkhusus di masa pandemi. Dengan banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah 

dan hal tersebut menjadi celah untuk para oknum yang bekerja sebagai perantara 

penyalur bantuan untuk melakukan praktik korupsi.  

 

                                                           
22 KPK, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan” 

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan, di akses 8 

September 2021. 

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul skirpsi yaitu "Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Di 

Masa Pandemi Covid-19: Rasionalitas Pertanggungjawaban Pidana (Putusan 

Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst)"  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 

Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 

8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi selama pandemi Covid-19 Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi 

Covid-19 Pada Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 

8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana 

terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama pandemi Covid-19 Pada 

Putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan Putusan No. 8/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst. 

D. Manfaat Penelitian  

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis 

dan pembaca, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan 

maupun informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan 

ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan 

hukum pidana, khususnya terkait kasus korupsi dimasa pandemi dan 

rasionalitas pertanggungjawaban pidana. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan 

secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi, pedoman 

serta pengetahuan hukum pidana untuk para pembaca, khususnya 

mahasiswa, masyarakat umum, ataupun praktisi, mengenai kasus korupsi 

selama masa pandemi Covid dan melihat bentuk rasionalitas 

pertanggungjawaban pidana. 
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E. Ruang Lingkup 

Penulis telah membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, hal ini 

di buat agar menghindari terjadinya perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang 

dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya 

membahas mengenai pertimbangan hakim dan dasar pertanggungjawaban pidana 

pada pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi analisis yang digunakan penulis 

merujuk pada 2 putusan yakni putusan No. 06 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg dan 

Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. 

F. Kerangka Teori 

Penulisan skirpsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori tersebut 

berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan argumentasinya.  Penulis 

menggunakan dua teori dalam pembuatan Skripsi ini yaitu sebagai berikut:  

1. Teori Pertimbangan Hakim  

Syarat menjadi hakim adalah memiliki integritas, karena 

pertimbangan Hakim menjadi suatu hal yang penting dalam persidangan, 

terutama dalam menjatuhkan putusan yang mengandung suatu nilai 

keadilan (ex aequo et bono). Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa Hakim adalah 

pejabat negara yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara di 

pengadilan.23 Adapun tugas Hakim pada UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 

                                                           
23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, 

di terjemahkan oleh Tim Redaksi BIP, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), Ps. 1 angka 8 KUHAP. 
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Tahun 2009 adalah Hakim bertugas untuk memeriksa, memutus, dan 

menetapkan suatu perkara.24 Pengertian dari Putusan Hakim Menurut 

Sudikno Mertokusumo adalah, putusan yang berisikan ira-ira putusan, 

pertimbangan Hakim dan amar putusan. Sehingga pertimbangan dinilai 

sebagai dasar putusan Hakim untuk menjatuhkan suatu nestapa, alasan yang 

sesuai dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan Hakim menjadi 

objektif dan berwibawa.25 

Menurut Sudarto, ada beberapa keputusan yang diberikan oleh 

Hakim yakni sebagai berikut:26 

a. Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa;  

b.  Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindak pidana dan 

pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan; 

c. Keputusan menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/ tidaknya 

pidana dijatuhkan.  

Pasal 183 KUHAP menyatakan yakni, Hakim tidak boleh 

menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat 

bukti yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah 

melakukannya. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta 

menimbulkan kerugian baik dalam hal penangkapan maupun pembuktian 

                                                           
24 Indonesia, Undang-Undang kekuasaan Kehakiman,  UU No. 49 Tahun 2009, LN No. 

157 Tahun 2009 , TLN No. 5076, Ps. 53. 
25 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, cet 6 (Yogyakarta:Liberty, 

2005), hlm. 22. 
26 Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, cet 3 (Bandung: Alumni, 1990), hlm.74. 
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kejahatan.27 Adapun alat bukti yang sah dilihat dalam Pasal 184 KUHAP 

ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan 

terdakwa. Selain itu pula hakim dapat menggunakan landasan yuridis dan 

fakta dalam persidangan, maupun landasan non yuridis dalam membuat 

putusan.  

Beberapa hal di atas sebagai pacuan Hakim dalam menjatuhkan 

hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Pertimbangan 

Hakim dalam membuat keputusan harus bersifat menengahi suatu perkara 

dan tidak besifat memihak, jika Hakim merasa tidak yakin akan 

pertimbangan yang dibuatnya maka Hakim dapat mengambil tindakan lain 

berupa pembuktian terhadap kasus yang sedang diadili tersebut. 

Pertimbangan yang di buat Hakim harus sesuai dengan nilai-nilai dan kode 

etik kehakiman agar dapat menghasilkan produk hukum yang bersifat adil, 

dan bermanfaat bagi khalayak umum. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Pertanggungjawaban pidana ialah cara untuk menentukan apakah 

tindakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum 

yang ada. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana 

adalah meneruskan hukuman yang secara objektif pada niat dan subjektif 

terhadap perbuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan 

                                                           
27 Isma Nurillah, dan Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi Dan Praktik 

Pencucian Uang", Jurnal Simbur Cahaya (Desember 2019), hlm. 213.  
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pada kesalahan pelaku dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur 

tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor 

penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar 

unsur mental dalam tindak pidana.28 Menurut Simons, dasar 

pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa 

pelaku dalam hubungannya dengan kesalahan itu, dengan kelakukan yang 

dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena 

kelakuannya.  

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan 

terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu,29  Kesalahan; 

Kemampuan bertanggungjawab; Tiada alasan pemaaf; Dolus dan Culpa 

merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi 

dari pendapatnya yang menghubungkan straafbaarfeit dengan kesalahan. 

Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi menghubungkan antara 

kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas “tiada pidana tanpa 

kesalahan” yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat 

direformasi menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” 

dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana”.30 

                                                           
28 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 

hlm. 4. 
29 Oemar Seni Adji, Ketika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana 

Terhadap Dokter, cet 2 (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34. 
30 Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, 

cet 1 (Jakarta: PT. Khasirma Putra Utama, 2016), hlm. 193. 
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Pertanggungjawaban Pidana memiliki dasar yaitu kesalahan, 

kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Oleh karena itu setiap 

orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum maka dapat dipidana 

karena perbuatanmya tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan 

dasar fundamental hukum sehingga kesalahan menurut Idema merupakan 

sebuah jantung hukum pidana.31 Berdasarkan hal tersebut maka dasar dari 

Pertanggungjawaban Pidana adalah perbuatan, yang kemudian dijadikan 

konsep pemikiran terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana.  Jika 

dapat terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya 

dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana 

diletakan kepada unsur-unsur tindak pidana. 

Buku I KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku juga untuk 

hukum pidana di luar KUHP termasuk untuk UU Tipikor.32 Menurut 

Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan apabila pada saat 

melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan 

demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, 

yaitu:33 Harus adanya perbuatan bertentangan dengan hukum sehingga 

harus ada unsur objektif; Pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk 

                                                           
31 Sudarto, Hukum Pidana 1, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, Hukum 

Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Dan Pemidanaan, cet 

1 (Palembang: Unsri prees, 2013), hlm. 193. 
32 RB Budi Prastowo, "Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan   

Pertanggungjawaban Pidana Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”, Jurnal  Hukum  Projusticia. (Juli 

2006), hlm. 224.  
33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet 16 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 24. 
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kesengajaan dan/atau kelalaian sehingga perbuatan yang melawan hukum 

itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur 

subjektif. 

Pertanggungjawaban Pidana ini dapat terjadi apabila seseorang telah 

melakukan tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana ini adalah suatu 

teori dimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena 

perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan Undang-Undang dan 

norma masyarakat. 

G. Kerangka Konseptual 

Penulisan ini menggunakan kerangka konseptual guna membantu penulis 

dalam menyelesaikan penulisan. Adapun kerangka konseptual yang digunakan 

adalah:  

1. Keadaan Tetentu 

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang 

dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah suatu pemberatan bagi pelaku 

tindak pidana korupsi karena telah berbuat tindakan pada waktu negara 

dalam keadaan bahaya seperti bencana alam atau saat negara dalam keadaan 

krisis ekonomi dan moneter sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.34 

Sedangkan Menurut UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan 

"keadaan tertentu" adalah suatu keadaan yang dapat dijadikan alasan 

                                                           
34 Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 

1999, LN No. 140 TLN No. 3874 Tahun 1999, Ps. 2.   
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pemberatan bagi pelaku korupsi yaitu apabila tindakan tersebut dilakukan 

terhadap dana yang sasarannya adalah korban bencana, penanggulangan 

akibat kerusuhan sosial  yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan 

moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dari penjelasan Undang-

Undang terdapat kata bencana alam yang tergolong dalam keadaan terentu. 

UU Penanggulangan Bencana, menyatakan yang dimaksud bencana 

terdiri dari bencana alam, non alam dan sosial. Bencana nonalam berfokus 

pada peristiwa nonalam seperti epidemi, dan wabah penyakit.35 Dalam hal 

ini penyakit Covid termasuk bencana non alam yang sudah ditingkat 

pandemi sesuai dengan pernyataan WHO.36 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata "Keadaan" dapat diartikan perihal, atau sebagai situasi yang 

sedang berlaku. Dan kata "terentu" dapat diartikan tetap atau menjelaskan 

dan membuatnya menjadi lebih spesifik.37  

Arti dari keadaan terentu yaitu suatu keadaan yang sedang berlaku 

dan dijelaskan dalam suatu yang lebih spesifik. Keadaan tertentu merupakan 

suatu hal yang dapat memberatkan pidana. Seperti suatu kejahatan yang 

dilakukan pada saat negera sedang mengalami krisis ekonomi di tengah 

pandemi Covid, atau mencuri saat sedang banjir maupun kebakaran. Oleh 

                                                           
35  Indonesia, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, UU No. 24 Tahun 2007, LN No. 

66, TLN No. 4723 Tahun 2007, Ps. 1 Ayat 2. 
36 BNPB, "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona 

Di Indonesia." https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-

akibat-virus-corona-di-indonesia-, di akses 27 Agustus 2021.  
37 KBBI “Keadaan Situasi Yang Sedang Berlaku” https://kbbi.web.id/, di akses 27 Agustus 

2021. 

https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia-
https://bnpb.go.id/berita/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-wabah-penyakit-akibat-virus-corona-di-indonesia-
https://kbbi.web.id/
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karena konsep keadaan tertentu tepat jika digunakan untuk membahas 

tulisan ini.  

 2. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

belanda yaitu strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang 

mana Straf diterjemahkan dengan hukuman, sedangkan baar diterjemahkan 

dengan dapat dan boleh. Dan kata feit diterjemahkan dengan tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.38 Pengertian korupsi Menurut black’s 

law dictionary adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk 

memberikan keuntungan illegal menggunakan hak pihak lain, kedudukan 

atau sifatnya untuk memperoleh keuntun yang bertentangan dengan 

kewajibannya. 

Menurut Andi Hamzah pengertian tindak pidana korupsi adalah 

tindakan busuk oleh pelaku, tindakan yang tidak baik, penyimpangan dari 

kesucian, ucapan yang berujung pada penghinaan dan Fitnah.39 UU Tipikor 

mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindakan untuk memperkaya 

diri sendiri yang bertentangan dengan hukum dan bermuara pada ruginya 

perekonomian negara dapat di beri hukuman pidana. Tindakan korupsi di 

Indonesia merupakan suatu hal yang sudah lazim, korupsi tidak hanya 

dilakukan oleh para pejabat yang memiliki kekuasaan negara saja, namun 

                                                           
38 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag 1, cet 1(Jakarta: Raja Grafido Persada, 

2002), hlm. 67. 
39 Ibid.,hlm 10.  
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perangkat desa juga dapat melakukan korupsi sebagaimana yang akan di 

bahas penulisan dalam skirpsi ini. Di era pandemi Covid pun menjadi 

peluang baru untuk oknum tertentu melakukan korupsi. 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah sampai pada kesimpulan terkait masalah hukum yang 

sedang di bahas. 

1. Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dalam 

penulisan skripsi ini. Yuridis normatif Menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji adalah suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan 

meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.40 Penelitian yuridis 

normatif ini dapat dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari 

analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, 

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, 

penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum 

mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.41 

Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum primer, 

                                                           
40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14. 
41 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, cet 1 (Bandung: PT.Citra 

Aditya Bakti, 2004), hlm.102. 
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bahan hukum sekunder, dan Undang-Undang ataupun peraturan yang 

berlaku di Indonesia.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ialah cara-cara yang di gunakan dalam 

menyelesaikan suatu tulisan, mulai dari perumusan masalah sampai pada 

penarikan kesimpulan yang di buat. Penulis menggunakan jenis penelitian 

normatif. Ada dua metode pendekatan yang penulis gunakan pada penulisan 

skripsi ini yaitu sebagai berikut:  

a. Pendekatan Perundangan - Undangan 

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu metode 

pendekatan dengan mengkaji Undang-Undang, atau peraturan 

hukum yang berlaku. Pendekatan Perundang-Undangan juga dapat 

diartikan sebagai pendekatan yang memfokuskan pada legislasi dan 

regulasi.42 Dengan menggunakan metode pendekatan Undang-

Undang ini, diharapkan penulis dapat lebih menelaah dan 

mempelajari dengan baik masalah hukum yang sedang di bahas pada 

penulisan skirpsi ini, serta dapat melihat dan menghubungkan 

regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas.  

 

                                                           
42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 

2011), hlm. 137. 
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b. Pendekatan Kasus  

Pendekatan kasus adalah suatu metode pendekatan dengan 

menganalisis kasus-kasus hukum, dapat juga diartikan bahwa 

pendekatan kasus ini digunakan untuk menelaah putusan hakim 

yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan menggunakan 

pendekatan kasus ini maka dapat meningkatan argumentasi hukum 

dan memecahkan masalah hukum terkait dengan isu hukum khusnya 

isu yang di bahas saat ini adalah mengenai tindak pidana korupsi 

selama pandemi Covid. Adapun tujuan dari pendekatan kasus ini 

adalah untuk menemukan suatu kebenaran dan pembelajaran saat 

menganlisis suatu putusan hakim, yang dapat berujung pada suatu 

keadilan jika putusan tersebut telah di buat sesuai dengan fakta yang 

terjadi di lapangan.  

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum  

Bahan hukum yang di gunakan oleh penulis ada tiga yaitu bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan 

menggunakan jenis penelitian normatif, maka Undang-Undang dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sangat di utamakan, akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan juga dapat menggunakan bahan hukum 

lainnya untuk menyelesaikan isu hukum yang di bahas terkait tindak pidana 

korupsi di masa pandemi Covid. Dalam penulisan ini juga dapat 

menggunakan bahan hukum seperti buku, artikel, jurnal, karya tulis, UU, 
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dan lain sebagainya terkait isu hukum yang di bahas. Berikut penjelasan 

terkait bahan hukum yang di gunakan yaitu:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang memuat 

mengenai regulasi yang mengikat, terkhusus semua regulasi yang 

berkaitan dengan isu yang di bahas. Maka dalam penulisan ini bahan 

hukum primer yang di gunakan adalah:  

1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2)  UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; 

3) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 

4) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi; 

5) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara 

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 

Nepotisme; 

6) UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

7) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 

8) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 

9) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI; 
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10) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

11) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- 

Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia; 

12) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 

13) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 

14) UU No. 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional Untuk Pertahankan Negara; 

15) PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan 

Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor; 

16) Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pidana mati; 

17) Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan 

Pemberantasan Korupsi; 

18) Putusan No. 06/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg; 

19)  Putusan No. 08/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder ini adalah suatu bahan hukum yang 

dapat berupa dokumen, artikel, jurnal, buku, karya tulis ilmiah, situs 

internet maupun rancangan Undang-Undang yang berkaitan erat 

dengan masalah hukum. Bahan hukum sekunder ini adalah suatu 

bahan hukum yang dapat membantu membangun argumentasi 

hukum dari bahan hukum primer.  
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c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan hukum yang 

bermanfaat untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, 

adapun bahan hukum tersier yang penulis pakai pada penulisan 

skirpsi ini adalah buku yang berkaitan dengan hukum khususnya 

tentang tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang di gunakan adalah menggunakan teknik penelitian 

kepustakaan, dengan teknik studi kepustakaan yaitu lebih kepada hal yang 

berhubungan dengan penulisan ini, dan dikumpulkan melalaui Peraturan 

Perundang-Undangan, buku-buku ilmu hukum, kamus hukum, dan jurnal 

khusus mengenai tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid. 

5. Analisis Bahan Hukum  

Penulis setelah mengumpulkan bahan hukum, lalu menganalisis 

bahan hukum tersebut menurut PERPU yang berlaku serta menggunakan 

asas dan konsep hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah di dapatkan 

ditafsirkan menggunakan panafsirkan sistematis. Penafsiran sistematis 

adalah penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap 

aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.43 

                                                           
43 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cet 1 (Bandung: Mandar Maju, 

2008), hlm. 96. 
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Sehingga dengan penafsiran sistematis akan memunculkan kesimpulan 

yang baik dalam penulisan skirpsi ini. 

6. Penarikan kesimpulan  

Penulisan skirpsi ini menggunakan penarikan kesimpulan induktif, 

yang dimulai dari mengemukakan bahan yang bersifat khusus lalu di 

uraikan dengan pernyataan yang berisfat umum. 

I. Sistematika Penulisan 

Penulis akan menguraikan keseluruhan materi dalam 4 bab, adapun 

pembagian 4 (empat) bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka 

konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan uraian pokok mengenai tinjauan umum 

pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana korupsi, 

peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi saat 

pandemi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadapa pelaku tindak pidana korupsi, serta rasionalitas 

terhadap putusan yang dijatuhkan hakim 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisikan bahasan mengenai rumusan masalah yang 

telah diangkat, terkhusus pada putusan No. 06 /Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Plg, dan Putusan No. 8/Pid.Sus-

TPK/2021/PN.Jkt.Pst. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai 

permasalahan yang telah di rumuskan dalam penulisan skripsi ini. 
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